
GUBERNUR LAMPUNG
 

KEPUTUBAN GUBERBUR LAllPUBG
 
NOMOR: G/ lib /B.V/HK/2016
 

TENTAlfG
 

PENUNJUKAN' KUASA PENGGUlfA AlfGGARAIf (KPA), PEJABAT PEMBUAT
 
KOMlTIIEN (PPK), PEJABAT PElIAllDATAlfGAlf 8URAT PERmTAB
 
MEMSAYAR (PPBPM), DAIf BENDAHARA PEIIGELUARAN AlfGGARAlf
 

PENDAPATAIf DAlI BELAJlJA NEGARA fAPBN)/DEKON8El'fTRA8I PADA BIRO
 
TATA PEJlERIIITABAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVl1lSI LAIIPUl'fG
 

TAHUlf AlfOGARAIf 2016
 

GUBERNUR LAMPUIIG, 

Membaca	 Nota Dinas Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah 
Provinsi Lampung Nomor : 027/I/KPDDK/2016 tanggal 14 Januari 
2016 Hal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pejabat pembuat 
Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagman dan Penandatanganan SPM 
dan Bendahara pengeluaran, pada Program Penataan Administrasi 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2016; 

Menimbang : a.	 bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran peJaksanaan 
dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun 
Anggaran 2016 pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat 
Daerah Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat 
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan 
Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN)/ Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari 
segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud 
sesuai dengan Dokumen lsian PeIaksanaan Anggaran (DlPA), 
Rencana KeIja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA­
KL) yang bersangkutan; 

b.	 bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/ 
Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk 
ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat 
Perintah Membayar (PPSPMI, dan Bendahara Pengeluaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi 
Tahun Anggaran 2016; 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut 
di atas, agar pelaksanaannya dapat beIjalan tertib, perlu 
menunjuk/rnengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat 
Pembuat Komitmen (pPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah 
Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBNj/ Dekonsentrasi pada 
Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung Tahun Anggaran 2016 dan menetapkannya dengan 
Keputusan Gubernur Lampung; 
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 
3.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 
4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

7.	 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016; 

8.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan TatakeIja Sekretariat Daerah Provinsi dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung 
sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014; 

KEPUTUSAN GUBERNUR TElfTAlfG PEl'fUl'fJUKAlf KUASA 
PEIfGGUlfA AlfGGARAIf (KPA), PEJABAT PEllBUAT KOIllTIlEIf 
(PPKt, PEJABAT PElfAlfDATAlfGAlf SURAT PERIlfTAH IlElllBAYAR 
(PPSPII) DAlf BEllDABARA PElfGELUARAIf AlfGGARAIf 
PElfDAPATAlf DAlf BBLAlfJA IlEGARA (APBRt/DBKOIfSBlfTRASl 
PADA BIRO TATA PEJmRIIfTAHAlI V1IIUII SBKRBTARIAT DAERAR 
PROVIl'fSl LAIIPUl'fG TAHUlf AlfGGARAIf 2016. 

Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP. dan 
Pangkat/ Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, 
kolom 8 dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Penandatangan Surat 
Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran dengan 
nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 
Lampiran Keputusan ini. 

Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai 
berikut: 
a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 
b. menetapkan panitiajpejabat yang terlibat dalam pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran; 
c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan 

dana; 
d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran 

Belanja Negara; 
e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban 

anggaran negara; 
f.	 memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran; 
g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan 
h. menyusun laporan keuangan dan kineIja sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang : 

a. rnenyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan 
dana; 

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/dasa: 
c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan 

Penyedia Barang/Jasa; 
d. melaksanakan Kegiatan swakelola; 
e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas 

perjanjian yang dilakukannya; 
f.	 mengendalikan pelaksanaan perikatan; 
g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih 

kepada negara; 
h. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang 

dipersamakan dengan SPP; 
i.	 rnelaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa 

Pengguna Anggaran; 
j.	 menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa 

Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan; 
k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 

Kegiatan; dan 
I.	 melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan 

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja 
Negara. 

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPMj memiliki 
tugas dan wewenang : 

a.	 menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan 
dengan SPP beserta dokumen pendukung; 

b.	 menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi 
persyaratan untuk dibayarkan; 

c.	 mernbebankan tagihan pada mats. anggaran yang telah disediakan; 
d.	 menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 

SPM; 
e.	 menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; 
f.	 melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran 

kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan 
g.	 melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. 

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas : 

a.	 menerima dan menyimpan uang persediaan; 
b.	 melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang 

persediaan; 
c.	 melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan 

berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran; 
d.	 menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi 

persyaratan untuk dibayarkan; 
e.	 melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang 

dilakukannya atas kewajiban kepada Negara; 
f.	 menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara 

ke rekening Kas Umum Negara; 
g.	 menatausahakan transaksi uang persediaan; 
h.	 menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan; 
i.	 mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan; 
j.	 menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada 

Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; 
dan 

k.	 menjalankan tugas kebendaharaan lainnya. 
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KEENAM	 Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan 
Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA), Pejabat Pembuat: Komitmcn (PPK), ~ Penandatangan Surat 
Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendabam Peugcluaran Anggaran 
Pendapatan dan Be~aNegara (APBN)/ Dekonstmtrasi pada Biro Tata 
Pemermtahan Umum Sekretariat Daerah PtUVh1si Lampung Tahun 
Anggaran 2016, yang ditandatangani Gubemur kepada Kepala Biro 
Administmsi Pembangunan Sckretariat Daerab. Ptuvinsi Lampung. 

KETUJUH .	 Apatma nama Kuasa Pengguna Angganm (KPA), Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK), Pcjabat Penandatangan SUrat Perintah Membayar 
(PPSPM), dan Bendabara Pengclua.nm yang tereantum dalam 
Dokumen lilian Pclaksanaan Anggdlan (DIPA) tidak: sesuai dengan 
nama yang dite1apkan daJam KepuhJl!Bl] ini, maim yang dianggap sah 
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK), Pejabat Penandatangan Swat Pcrintah Membayar (PPSPM), dan 
Rendabara Pengduaran adaJab nallla sebngai..wna ditetapkan dan 
ten:antum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDELAPAN:	 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai 
telmis pe1a ksan aannya berpedoman kepada ~ Penutdang­
Undangan yang berlaku. 

KESEMBILAN:	 Keputuean ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai 
dengan 31 Desember 2016, dengan ketcn.tuan apabila di kemudian 
hari temyata terdapat kekcliIUan dalam Keputnsan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggallb f6rU6ti2016 

GUBBRlIUR LAIIPUlIG, 

M. RDSI16 ftcD:I)() 

Tembusan: 

1.	 Ketua BPK Rl di Jakarta; 
2.	 Menteri DaIam Negeri RI di Jakarta; 
3.	 Menteri Ko-uanll"" Rl eli Jakar1a; 
4.	 Kepala BPK RI PerwakiIan Pmvinsi lampungeli Bandar lampung; 
5.	 KepaIa Kanlor WiIayah VB Ditjen Perbendahaman !PBN)
 

Pmvinsi lampung eli Bendar Lounpung;
 
6.	 Inspdrtur I'hHimti LampulIl': eli RuiM'" Lounpung; 
7.	 Kep8Ja B&ppeda Pruvinsi Uunpung eliTelukbetung; 
8.	 ICepnJa. Biro fCruanpn Setdaprov1Bmpungeli TduJd>etuug; 
9.	 Kepula Biro Hukum &1d 8 prtJV Lampung iii Telukbetung; 
10.	 Kepula 1CImIDr~~_nuqlllJ(lkmangeliRu'HlailanlpUDg; 

11. Kepula KI'Af Oohmg Aii.IA' '.pdq_"'1': di AiiMIA' L<mJpung; 
12.	 Direklw U- Pl'BnIIkLampungeliTeluldJetung. 
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LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 

NOMOR : GI ttb IB.V!HKI2DI6 
TANGGAL : lb Fe.bf"Ut).ri 2016 

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABATIPNS YANG DlTUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN(KPA),
 
PEJABAT PEMBUAT KOMlTMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERlNTAH MEMBAYAi (PPSPM),
 
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI
 

PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DARRAH PROVINSI LAMPUNG
 
TAHUN ANOOARAN 2016
 

I 

NO. 

SURAT 
PENGESAHAN 
DAFTAR ISIAN 
PELAKSANAAN 

ANOOARAN 

MATA 
ANOOARAN 

PROORAMI KEOIATAN 
DANA(Rp) 

KUASA PENOOUNA 
ANOOARAN 

PBJABAT PEMBUAT I 
KOMITMEN 

PBJABAT 
PENANDATANOAN 
SURAT PIlRINTAH 

MEMBAYAll. (PPSPM) 

BBNDAHARA 
PENOBLUARAN 

KETERANOAN 

I 2 3 4 , 6 7 8 9 10 

I. SP DIPA-01O.08.3. 
12903112016 
07·12-20U 

(010) 
(08) 
(12) 

f129031l 

J.1I$1.661. 0fJIJ,. Biro Tala 
Pemerlnllhan Umwn 
Setdapro". l..ulpunJ 

1.1 SP DIPA-OIO.08.3. 
12903112016 
07·12-20" 

010.08.10. Program Penataan 
AdminlltrBsl Kependudukan 
dan Penclltallll Slpll 

J.16J.661.11()(J." Yudy Hormanlo, S.IP,M.SI 
NIP. 1970020' 199003 1003 

Pembina Tk. 1 (IVill) 
Kepala Biro Tata PemerlnWtan 

Umum SllIdapro". Lampuns 

Budhl Ansorl, SH 
NIP. 197609 U 
200212 1006 

Penatl. Tk.1 (III/d) 

OunawllIl,S.SOI 
NIP. 19640522 
1987021001 

Pembina Tk.1 (IVill) 

Soanl Fernlllldl, 
S.A.N 

NIP. 1983082' 
200902 I 002 

p~I~J:,~a Tk.1 

Biro Tata 
P,merlnllhanUmwn 
Setdap",,,. Lampuns 

\.1.1 SP DIPA-QIO.08.3. 
12903112016 
07·12-20U 

010.08.10. 1267 Penaembllllllll Sistem 
Admlnlstrul Kependudukan 
(SAK) Terpedu. 

£161.661.1100,. Yudy Hermanlo. S.IP,M.SI 
NIP. 1970020' 199003 1003 

Pembina Tk. I (IVill) 
Kopala Biro Tala PemerlnWtIlll 

Umum SOlc1aprov. Lampu1\lJ 

Budhl Ansorl, SH 
NIP, 197609U 
200212 1 006 

Penata Tk.l(1I1Jd 

Ounawan, 5.501 
NIP. 19640'22 
1987021001 

Pembina Tk. I (IV ill) 

SaMlFemandl, 
S.A.N 

NIP. 19830825 
200902 I 002 

PenltamudaTk,1 
(III/bi 

Biro Tala 
Pemerlntahan Umum 
Setdapro". l..ampuna 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M.RI9H6 ~tD:lUmo 

( 


